
RENCANA PENGEMBANGAN PRASARANA 

Sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Satandar Nasional 
Pendidikan Tinggi, pasal 30 disebutkan Standar sarana dan prasarana pembelajaran 
merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan 
proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Unimuda 
Sorong sebagai penyelenggara pendidikan diwajibkan memiliki standar sarana pembelajaran 
yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar 
lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses 
pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan serta harus memiliki standar prasarana 
pembelajaran meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium /studio/bengkel 
kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan 
mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, 16 ruang tata usaha dan fasilitas 
umum, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan 
berkelanjutan. Sarana dan prasarana adalah unsur penunjang dalam pelaksanaan tri dharma 
perguruan tinggi, yang mencakup bangunan, perabotan, peralatan (perangkat keras dan 
lunak), dan sistem pengamanan aset dan kampus. Sesuai dengan visi, misi atau 
mandatnyamaka suatu perguruan tinggi membutuhkan pengembangan suatu sistem 
pengelolaanyang mencakup perencanaan, pengadaan, pendataan, pemanfaatan, pemeliharaan, 
penghapusan, serta pemutahiran semua sarana dan prasarana. Perguruan tinggi harusmemiliki 
panduan khusus mengenai kelengkapan dan kecukupan sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan, termasuk sistem klasifikasi, inventarisasi dan informasi keberadaannya. 
Perguruan tinggi harus memiliki sistem pengelolaan yang menjamin adanya akses yang lebih 
luas terutama bagi mahasiswa dan dosen melalui penerapan model-model resource sharing. 
Bentuk kepemilikan lain seperti sewa, pinjam atau hibahharus dinyatakan dalam surat 
kesepakatan antara perguruan tinggi dan pihak terkait dengan kepastian hukum yang jelas. 


